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ABSTRACT

is thesis describes the results of research on the Formulation of Performance-Based Budget
Policy at Tasikmalaya Regency Government of West Java Province (Study of APBD Budgeting
in Tasikmalaya Regency Government Fiscal Year 2017). This research is motivated by problems
in formulation of performance budget policy at Tasikmalaya Regency Government in fiscal year
2017. The purpose of this research is to analyzethe of APBD budgeting in Tasikmalaya Regency
Government in fiscal year 2017.
This research uses the theory from Halim about the principle of performance-based analysis.
theparameters are budget transparency and accountability, budgeting discipline, budgetary
justice, effectiveness and budget efficiency, and compiled with temporary performance approach.

Methods and research approaches conducted with qualitative research methods with
descriptive approach. Data collection techniques through observation methods, semi-structured
interviews and documentations. The Informants-selection techniqueis purposive sampling
technique. In order to obtain the trust level of the research data or the significance level of this
research, the data validity test is done through triangulation method, triangulation among
researchers, triangulation of data sources and triangulation theory.

The result of this research by using the principle of performance-based budget can be
concluded that formulation of budget policy based on performance at regency government of
Tasikmalaya West Java Province (Study of budgeting in Tasikmalaya Government Year Anggran
2017) measured based on principle of transparency and budget accountability less good seen from
presentation of information less clear about the goals, objectives, results and benefits obtained by
the community. Budget discipline is good enough because it can be measured rationally and can
be achieved for every source of income. The budget justice is not good enough to be seen from
the development that not all the community evenly enjoy the process of development and service.
Effective and efficient in the formulation of Tasikmalaya District Budget seen from the plan/
agenda setting has not been effective in achieving its performance. Compiled with a performance
approach has not been maximized, given the pattern of relationships built more to the pattern of
cooperation and accommodation relationships.

Keywords: policy formulation, performance-based analysis
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PENDAHULUAN

ABSTRAK

alam memperbaharui sistem pemerintahan serta meningkatkan pelayanan pada

masyarakat, pemerintah senantiasa mengeluarkan kebijakan yang diimplementasikan
oleh setiap pemerintah daerah, salah satu implikasi dari keluarnya kebijakan anggaran berbasis
kinerja. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih ada permasalahan pada proses formulasi
kebijakan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya tahun
anggaran 2017 dengan tidak melaksanakan prinsip anggran berbasis kinerja secara optimal.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis penyusunan APBD di Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya tahun anggaran 2017.

Penelitian ini menggunakan teori dari Halim tentang prinsip anggaran berbasis kinerja.
adapun ukurannya adalah tranasparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran,
keadilan anggaran, efektivitas dan efisiensi anggaran, dan disusun dengan pendekatan kinerja.

Metode dan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif
dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan datanya melalui metode observasi,
wawancara semistruktur dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik
purposive sampling. Guna memperoleh tingkat kepercayaan data hasil penelitian atau tingkat
kebermaknaan suatu penelitian ini, dilakukan langkah-langkah uji keabsahan data antara lain
melalui triangulasi sumber data.

Hasil penelitian ini dengan menggunakan prinsip anggaran berbasis kinerja dapat
disimpulkan bahwa formulasi kebijakan anggaran berbasis kinerja pada pemerintahan
Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat (Studi penyusunan APBD di Pemerintah Tasikmalaya
Tahun Anggran 2017) yang diukur berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran
kurang baik dilihat dari penyajian informasi yang kurang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil
dan manfaat yang diperoleh masyarakat. Disiplin anggaran sudah cukup baik karena dapat
terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Keadilan anggaran
yang belum cukup baik dilihat dari pembangunan yang tidak semua masyarakat secara merata
menikmati proses pembangunan dan pelayanan. Efektif dan efisien pada perumusan APBD
Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari rencana/agenda setting belum efektif dalam pencapaian
kinerjanya. Disusun dengan pendekatan kinerja belum maksimal, mengingat pola hubungan
yang dibangun lebih kepada pola hubungan kerja sama dan akomodasi.

Kata kunci: formulasi kebijakan, analisis berbasis kinerja

Indonesia kepada

I I istoris ketatanegaraan Indonesia bahwa
gerakan reformasi yang merupakan

upaya untuk melakukan koreksi total Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

perubahan yang
sangat mendasar terhadap hubungan
Pemerintah daerah dengan Dewan

terhadap kehidupan berbangsa dan
bernegara yang dijalankan oleh orde
baru selama tiga puluh dua tahun telah

membuahkan berbagai perubahan.
Salah satunya adalah perubahan
mengenai  kedudukan. Pemerintah
Republik Indonesia telah berhasil

mengundangkan berbagai perundang-
undangan terkait dengan pemerintahan
daerah yang diwarnai oleh berbagai
perkembangan konfigurasi politik di
daerah. Pasca reformasi telah membawa

Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun
2004, yang merubah Undang-Undang No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
nampaknya mulai melakukan perubahan
posisi DPRD dari badan legislatif daerah
menjadi sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah. Rumusan DPRD
antara Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tidak
sama. DPRD bukan lembaga legislatif daerah
namun berada dalam rezim pemerintahan
daerah.
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Secara normatif, dalam menjalankan
pemerintahan antara DPRD dan
Pemerintah Daerah pola hubungan yang
dikembangkan adalah kemitraan atau
partnership, yang sama-sama melakukan
tugas penyelenggaraan pemerintahan di
daerah, dalam pola hubungan seperti ini,
DPRD tidak dapat menjatuhkan Kepala
Daerah, hubungan antara Pemerintah
Daerah dan DPRD merupakan hubungan
kerja yang kedudukannya setara dan
bersifat kemitraan. Kedudukan yang
setara bermakna bahwa di antara lembaga
Pemerintahan Daerah, memiliki kedudukan
yang sama dan sejajar, artinya tidak saling
membawahi, ini tercermin dalam membuat
kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). Dalam hubungan kemitraan
dan kedudukan yang sejajar antara Pemda
dan DPRD, terkait dengan proses formulasi
kebijakan anggaran yang telah disepakati
bersama, tetap saja dimungkinkan adanya
perbedaan kepentingan yang cenderung
didominasi oleh dua aktor utama dalam
merumuskan Kkebijakan anggaran, yakni
pemerintah daerah dan birokrasinya dengan
DPRD. Fenomena ini dibuktikan oleh hasil
penelitian Indonesia Rapid Decentralization
Apprasial, salah satunya fungsi penganggaran
masih menghadapi persoalan yang mendasar
pada saat proses penyusunan APBD sebagai
output dari fungsi ini sepenuhnya adalah
rancangan dari Pemerintah Daerah, dalam
proses penganggaran.

Praktik penyelenggaraan pemerintahan
daerah, batasan antara kewenangan
Pemerintah  Daerah  dengan  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidaklah
bersifat hitam-putih. Ada wilayah yang
berwarna abu-abu (grey area). Kewenangan
yang bersifat abu-abu inilah yang sering
menjadi ajang Perseteruan di antara kedua
lembaga tersebut. Perseteruan tersebut
muncul sebagian karena pengaturan
yang ada dalam Undang-Undang No. 32
Tahun 2004 belum mampu secara tepat
mengantisipasi dinamika sosial, politik, dan

ekonomi yang berkembang di daerah yang
cenderung menjadi semakin tinggi, dan
perkembangan keadaan Kketatanegaraan,
Serta tuntutan otonomi daerah, sebagaimana
sesuai dengan isi Undang-Undang No. 23
Tahun 2014, disebut bahwa Undang-Undang
No. 32 Tahun 2004, tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan, ketatanegaraan,
dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah
daerah, sehingga perlu digantinya Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004.

Dengan berlakunya Undang-Undang
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, telah  melahirkan beberapa
penyempurnaan, terkait dengan hubungan
Kepala Daerah dengan DPRD, dalam Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014 menjelaskan
bahwa Pasal 148 ayat (1) DPRD Kabupaten/
Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat
Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota, (2) Anggota DPRD
Kabupaten/Kota adalah pejabat Daerah
Kabupaten/Kota.

Secara normatif dalam
menyelenggarakan pemerintahan antara
DPRD dan Pemerintah Daerah hubungan
keduanya berlangsung dalam berbagai
kegiatan, salah satunya yang terpenting
adalah, pada saat proses perumusan
anggaran publik di daerah, tampak jelas
hubungan Pemda dan DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 52 Undang-Undang
No. 23 Tahun 2014 bahwa fungsi anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 49
ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk
pembahasan untuk persetujuan bersama
terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.

Disusunnya RKA-SKPD berarti telah
terpenuhi kebutuhan tentang anggaran
berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja
menuntut adanya output yang optimal atau
pengeluaran yang dialokasikan sehingga
nantinya pada setiap pengeluaran harus
berorientasi atau bersifat ekonomis, efektif
dan efisien pada saat pelaksanaan dan
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pencapaian suatu outcome (hasil). Melalui
penerapan anggaran Dberbasis Kkinerja
tersebut, instansi dituntut untuk membuat
standar Kkinerja pada setiap anggaran
kegiatan sehingga jelas tindakan apa yang
akan dilakukan dan berapa biaya yang
dibutuhkan, serta hasil yang akan diperoleh
ke depannya. Namun realita yang ada hal
tersebut tidak berjalan secara optimal.

Dengan berbagai fenomena empiris
di lapangan menginspirasi penulis untuk
melakukan penelitian terkait dengan
hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten
Tasikmalaya yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
dan mitra kerja dalam perumusan kebijakan
anggaran daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang

penelitian  yang telah  dikemukakan
sebelumnya, penulis dapat merumuskan
masalah  penelitian  sebagai  berikut.

Bagaimana Formulasi kebijakan Anggaran
Berbasis Kinerjapada Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya.

Tujuan Penelitian

Penelitian  ini  bertujuan  untuk
mengetahui Formulasi kebijakan Anggaran
Berbasis  Kinerja pada  Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya, dengan
mengembangkan konsep ilmu pemerintahan
di bidang studi kebijakan publik khususnya
dalam studi formulasi kebijakan dan bidang
penganggaran partisipatif.

Kegunaan Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini akan
menghasilkan penggambaran  konsep
tentang model formulasi kebijakan publik
yang sesuai dengan Kkonteks perubahan
dinamika politik pemerintah lokal, juga studi
participatory budgeting sangat bermanfaat
dalam pengembangan ilmu pengetahuan
sosial, khususnya untuk memperkaya

konsep partisipasi publik dalam proses
penyelenggaraan pemerintah (participatory
governance). Dengan demikian, hasil
penelitian ini diharapkan dapat memperluas
dan memperkaya pandangan ilmiah dan
memberikan sumbangan khususnya kepada
studi ilmu pemerintah.

Adapun secara praktis, hasil penelitian
ini bisa menghasilkan informasi objektif
yang bisa dijadikan salah satu acuan untuk
melakukan evaluasi terhadap proses
pembuatan proses pembuatan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) dan prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga
pembahasan dan penetapan Anggaran
Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD)
Kabupaten Tasikmalaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan publik sebagaimana
didefinisikan oleh Dye (1976: 1) yaitu
“whatever government choos to do or not to
do’ Definisi tersebut, digambarkan secara
lebih jelas oleh Anderson (1979: 3), yaitu
A purposive course of action follower by an
actor or set actors in deadling with a problem
or matter of concern”. Dalam penganggaran
berbasis kinerja perlu diperhatikan prinsip
anggaran berbasis kinerja. Prinsip anggaran
berbasis menurut Halim (2007: 178) adalah
sebagai berikut.

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Anggaran

Anggaran harus menyajikan informasi
yang jelas mengenai tujuan, sasaran,
hasil dan juga manfaat yang dapat
diperoleh masyarakat dari suatu
program/kegiatan yang dianggarkan.
Masyarakat memiliki hak dan juga
akses yang sama seperti pemerintah
untuk mengetahui proses penganggaran
karena menyangkut aspirasi dan
kepentingan masyarakat, terutama
terkait kebutuhan hidup masyarakat.
Masyarakat juga mempunyai hak untuk
menuntut pertanggungjawaban atas
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perencanaan maupun pelaksanaan
anggaran tersebut.

2. Disiplin Anggaran
Pendapatan yang direncanakan

merupakan perkiraan yang terukur
secara masuk akal yang nantinya
dapat dicapai untuk setiap sumber
pendapatan, sedangkan belanja yang
dianggarkan pada setiap posanggaran
merupakan batas tertinggi pengeluaran
belanja. Penggunaan dana pada setiap
pos anggaran harus sesuai dengan
kegiatan yang direncanakan.

3. Keadilan Anggaran

Pemda wajib mengalokasikan
penggunaan anggarannya dengan adil
agar dapat dinikmati oleh seluruh
komponen masyarakat tanpa adanya
diskriminasi di dalam pemberian
pelayanan.

4. Efektivitas dan Efisiensi Anggaran

Penyusunan anggaran harus
dilakukan dengan asas efisiensi,
tepat waktu dan tepat guna serta
dapat dipertanggungjawabkan. Dana
yang telah disediakan harus dapat
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya
agar menghasilkan peningkatan dan
kesejahteraan yang optimal untuk
kepentingan stakeholders.

5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Penyusunan anggaran dengan
pendekatan kinerja mengutamakan pada
pencapaian hasil kerja dari perencanaan
alokasi biaya yang telah ditetapkan.
Pencapaian hasil kerja tersebut harus
sama atau lebih besar daripada biaya
yang telah ditetapkan sebelumnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode kualitatif,
Secara deskriptif penelitian ini dimaksudkan

untuk mengkaji dan menganalisis praktik
penyelenggaraan Pemerintah Daerah
dan mendeskripsikan proses Formulasi
kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dalam pendekatan Anggaran
Berbasis Kinerja yang diwujudkan dalam
bentuk hubungan kerja sama dan akomodasi
antara Pemerintah Daerah dengan DPRD
untuk mengetahui siapa aktor-aktor yang
terlibat di dalam penyusunan APBD di

Pemerintahan  Kabupaten  Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2017.
Sumber Data

Kerangka konseptual penelitian
merupakan salah satu instrument dari

penelitian karena merupakan satu tahapan
dalam proses pengumpulan data. Data
bersumber dari data primer dan data
sekunder, data primer yang digunakan adalah
berasal dari wawancara dengan aktor yang
berinteraksi dalam perumusan Kkebijakan
APBD Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya,
dan risalah rapat pembuatan kebijakan umum
APBD Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
dan sumber direkam.Wawancara dilakukan
pada informan yang telah ditentukan dengan
menggunakan panduan wawancara mengenai
dengan teknik pemilihan informasi yang
diwawancarai dilakukan secara purposive.
Sedangkan data sekunder merupakan data
yang diperoleh dari sumber-sumber yang
ada, antara lain dari data yang merupakan
simpulan dari penelitian sejenis yang pernah
di lakukan oleh penelitian sebelumnya.
Data sekunder ini sebagai pendukung guna
mencari fakta yang sebenarnya.

Analisis dan Reduksi Data

Analisis dan interpretasi data dilakukan
dengan menggunakan proses analisis
menurut Miles & Hubermann, yaitu
reduction data, displai data, dan conclusion
drawing. Ketiga proses tersebut merupakan
bagian dari pendekatan kualitatif. Tahapan-
tahapannya antara lain sebagai berikut
(Miles & Hubermann, 1994: 10).
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» Pengumpulan data mentah

Peneliti mengumpulkan data mentah
dengan cara mencatat poin-poin penting
dari hasil observasi awal di lapangan dan
hasil penelitian lapangan, hal ini peneliti
lakukan guna mempermudah peneliti untuk
menganalisis hasil penelitian. Sedangkan
dokumen berupa laporan pelaksanaan
pengadaan tanah pada pembangunan
Waduk Jatigede, jurnal ilmiah tentang
pengadaan tanah dan literatur lain yang
berkaitan dengan pengadaan tanah sebagai
acuan tambahan dalam menganalisis hasil
penelitian.

» Reduksidata

Proses ini dilakukan peneliti dengan
cara:

a. Melakukan seleksi data yang ketat dalam
artian peneliti memisahkan antara data
primer dan sekunder. Menuliskan poin-
poin penting saja dari hasil observasi
dan penelitian di lapangan kemudian
dari poin-poin penting tersebut peneliti
merubah ke dalam kalimat dalam bentuk
paragraf sehingga mudah dipahami.

b. Mengelompokkan data berdasarkan
tingkat relevansi dan kaitannya dengan
setiap kelompok data yakni, Pertama:
memisahkan data dari hasil penelitian
di lapangan dengan dokumen yang
dapatkan dari BPN Kabupaten Sumedang
dan Satker Jatigede Kedua: membuat
catatan khusus terkait dengan informasi
yang didapatkan melalui website resmi
seperti website BPN, media online
maupun jurnal dan pendapat pribadi
berupa tulisan di blog terkait pengadaan
tanah. Ketiga: membuat catatan
tambahan ketika peneliti mendapatkan
informasi baru yang berkaitan dengan
penelitian. Keempat: peneliti melakukan
analisisantarlokasi pada masing-masing
kecamatan di lingkungan masyarakat
yang terkena dampak.

» Displai data

Displai data adalah peneliti melihat
kerangka teori sebagai acuan dan melakukan
pemetaan data secara manual dari data
primer dan data sekunder kemudian
membuat argumen dalam bentuk narasi
dan dalam bentuk tabel untuk lebih mudah
dipahami.

» Penarikan simpulan

Penarikan
drawing). Peneliti melakukan interpretasi
pada setiap data yang telah dikumpulkan
dengan simpulan-simpulan
sementara dan memberikan

simpulan (conclusion

membuat
argumen
berdasarkan pada teori yang digunakan
sebagai
disajikan dalam pembahasan penelitian
sebagai informasi yang dapat mendukung
tujuan penelitian, dan hingga pada akhir
penarikan simpulan bahwa penelitian ini
merupakan temuan baru dan belum pernah
diteliti sebelumnya.

acuan penelitian. Kemudian

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Sebuah penelitian tentunya dibutuhkan
data hasil penelitian yang memenuhi kriteria
ilmiah berupa keabsahan data. Maka Peneliti
melakukan pengecekan berulang kali dan
memastikan data hasil penelitian agar
tetap sesuai atau sejalan dengan konsep
dan teori yang digunakan. Sementara itu,
untuk mendapatkan validitas data dilakukan
dengan menggunakan metode triangulasi
(triangulate), baik dari informan, sumber
data, teknik pengumpulan data, serta
instrumen penelitian seperti gambaran
riset di lapangan. Dan juga, peneliti perlu
melakukan korespondensi dengan informan
untuk meng-triangulate hasil anggapan
informan yang telah ditulis. Setelah semua
proses itu dilewati, data dianggap valid
ketika tidak ada perbedaan antara yang
dilaporkan atau ditulis oleh peneliti dengan
apa yang sebenarnya terjadi pada objek
penelitian (Creswell, 2003: 196).
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Perumusankebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapatdipisahkan dari
mekanisme penganggaran daerah yang berlaku di Kabupaten Tasikmalaya. Untuk merumuskan
APBD Pemerintah Daerah harus melakukan Musrenbang tingkat desa/kelurahan, kecamatan
hingga tingkat kabupaten/gabungan yang diselaraskan dengan Rancangan Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kemudian dijadikan dasar penyusunan rancangan
Kebijakan Umum APBD. Selanjutnya, rancangan Kebijakan Umum APBD diserahkan oleh
Bupati kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Musrenbang Problem Identification
A 4 l
RKPD Agenda Setting
I L
KUA dan PPAS Policy Problem Formulation
I I
RAPBD hingga Policy Design
ditetapkan Perda
APBD
Gambar 1

Proses Penyusunan APBD pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Tahapan identifikasi isu kebijakan (Musrenbang) hingga penetapan Perda APBD
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dilakukan melalui sebuah siklus penyusunan anggaran
tahunan sebagaimana gambaran siklus pembuatan kebijakan APBD sebagai berikut.

Tabel 1
Tahapan dan Jadwal proses Penyusunan Perubahan APBD
No Nama Uraian Waktu
Penyusunan RKPD Akhir Mei 1 Minggu
2 | Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh | Pertengahan Juni 6 Minggu
Ketua TAPD kepada Kepala Daerah
3 | Penyampaian rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh [ Akhir Juni 6 Minggu

Kepala daerah kepada DPRD

4 | Kesepakatan antara Kepala daerah dan DPRD atas
Rancangan KUA dan Rancangan PPAS

5 | Penerbitan Surat Edaran Kepala daerah perihal pedoman | Awal Agustus 8 Minggu
oenyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKAD

6 | Penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD | Awal Angustus sampai

serta penyusunan Rancagan Perda tentang APBD dengan akhir September
Penyusunan Raperda tentang APBD kepada DPRD Minggu. I Oktober 2 Bulan
8 | Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala | Paling lambat satu bulan
daerah sebelum tahun anggaran
yang bersangkutan

497 1



Visioner = Vol. 11\ No. 4\ Oktober 2019: 491-503

Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan
Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada
MDN/Gub untuk dievaluasi

3 hari kerja setelah
{ersetujuan bersama

10

Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan
Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD

Paling lama 15 hari
kerja setelah Rancangan
Perda tentang APBD
dan Rancangan Perkada
tentang Penjabaran APBD
diterina oleh MDN/Gub

11

Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai
hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan
DPRD tentang enyempurnaan Rancangan Perda tentang
APBD Keputusan pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan
Rancangan Perda tentang Perubahan APBD

Paling Lambat 7 hari
kerja (Sejak Diterima
keputusan hasil
evaluasi)

12

Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan
Rancangan Perda tentang APBD kepda MDN/Gub

3 hari Kerja setelah
keputusan pimpinan
DPRD ditetapkan

13

Penetaoan Perda tentang APBD dan perkada tentang
Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi

Paling lambat akhir
Desember (31 Desember)

14

Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang
Penjabaran APBD kepada MDN/Gub

Paling lambat 7 hari
kerja setelah Perda dan
Perkada ditetapkan

Sumber: Permendagri No 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD

Tahap I

Penyusunan dan
Pembahasan KUA
Dan PPAS APBD _ Pembahasan

I Bk,
DPRD

Tahap II penyusunan

Dan pembahasan

RKA-SKPD SKPD PEDOMAN PENYUSUNAN LJ

RKA/SKPD
KOMISI
SKPD DPRD
Tahap 111
Penyelarasan RAPBD Y
RAPBD
BANGGAR,
KOMISI, FRAKSI
DPRD
TANGGAPAN PARIPURNA KATA AKHIR
BUPATI RAPBD FRAKSI DPRD Gambar 2
Tahapan Penyusunan APBD
Tahap IV PP 56 Tahun 2012
Pembahasan & penetapan
APBD Sumber: PP 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
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Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RenjaSKPD), merupakan penjabaran
dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang
disusun berdasarkan evaluasi pencapaian
pelaksanaan program dan kegiatan tahun-
tahun sebelumnya, di mana renstra SKPD
berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan yang
bersifat induktif sesuai dan fungsinya
masing-masing. Adapun alur penyusunan
kebijakan umum APBD sebagaimana diatur
dalam PP 56 Tahun 2012, dalam tahapan
penyusunan APBD terdiri dari atas empat
tahapan sebagaimana pada gambar 2 di atas.

Dalam penganggaran berbasis kinerja
perludiperhatikan prinsip anggaran berbasis
kinerja. Prinsip anggaran berbasis kinerja
yang diterapkan di Kabupaten Tasikmalaya
sebagai berikut.

» Transparansi dan Akuntabilitas
Anggaran

Dalam Kkonteks pembahasan RAPBD
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
dilakukan  dalam  beberapa tahapan
pembahasan di DPRD yaitu 1) Pembahasan
di Badan Anggaran DPRD. 2) Pembahasan
di Komisi DPRD, 3) Pembahasan pada rapat
Paripurna DPRD. Namun dalam pelaksanaan

pembahasan = RAPBD di  Kabupaten
Tasikmalaya adanya sidang/Rapat Pra
Paripurna yang diselenggarakan oleh

Panitia Khusus (Pansus) dan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD).

Permainan untuk menyembunyikan
anggaran dewan ke dalam anggaran
Pemerintah Daerah adalah contoh lain tidak
transparannya proses pengaggaran ini,
dengan demikian, jika ditelusuri besarnya
kewenangan yang dimiliki kedua lembaga
sesungguhnya telah memutus mata rantai
proses penganggaran yang paritsipatif,
penting untuk dicermati dalam fungsi
penganggaran ini adalah peran TAPD
dan Badan anggaran DPRD. Sangat besar
kemungkinannya bahwa selama ini kedua
lembaga ini sebagian penentu akhir dari

besar kecilnya anggaran untuk setiap proyek
dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD
Loby-loby antara Pemda dan DPRD maupun
dari  kelompok-kelompok  Stakeholders
lainnya yang berkepentingan dengan
anggaran, diduga melewati kedua lembaga
ini. Kendati ada sidang paripurna. Tetapi
diduga telah ada proses screening yang
sangat kuat di dalam kedua lembaga tadi.

» Disiplin Anggaran

Berdasarkan hasil wawanacara peneliti
berkaitan dengan disiplin anggaran yaitu
kesesuaian pembangunan/proyekdigunakan
sesuai anggaran yang tersedia, namun tidak
terjadi hal demikian dikarenakan selama ini
pemerintah menyadari untuk lebih memilih
menunda pembangunan dibandingkan
mendahulukan  pembangunan sebelum
ada anggaran yang tersedia. Maka yang
terjadi berkonsekuensi kepada masyarakat,
masyarakat belum sepenuhnya merasakan
pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.

» Keadilan Anggaran

Pemerintah daerah wajib
mengalokasikan penggunaan anggarannya
secara adil tanpa diskriminasi sehingga
dapat dinikmati oleh seluruh kelompok
masyarakat dalam pemberian pelayanan.
Dari hasil konsultasi RAPBD ke Pemerintah
Provinsi Jawa Barat menunjukkan. Badan
Anggaran DPRD hanya dapat memberikan
saran belaka kepada pimpinan DPRD, yang
mendiskusikan anggaran untuk anggota
DPRD dengan Sekretariat DPRD kepada TAPD.
Komunikasi antara Badan Anggaran dengan
komisi-komisi di DPRD lebih dipahami
sebagai bagian administrasi atau formalitas,
karena substansi pembahasan APBD sudah
dibahas di tingkat komisi-komisi dengan
laporan komisi atas pembahasan RKA-
SKPD. Dengan demikian formulasi Kebijakan
APBD dari pembahasan RKA-SKPD hingga
ditetapkannya APBD Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya T.A 2017 dapat di nilai bahwa
saat pembahasan RKA-SKPD Tahun 2017, di
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lihat dari kerangka proses yang berlangsung
menunjukkan terjadinya proses asosiatif
dalam bentuk akomodasi.

» Efektivitas dan Efisiensi Anggaran

Berdasarkan keterangan dari beberapa
informan, perlu diperhatikannya nilai
efektivitas dan efisiensi dalam setiap
tahapan-tahapan yang dilalui. Hal ini
akan memengaruhi daripada hasil yang
didapatkan. Jika dilakukan bukan karena
pertimbanga-pertimbangan prioritas maka
hasilnya tidak akan mengakomodir aspirasi
bahkan tidak akan menjawab masalah sosial
yang ada. Anggaran yang dicanangkan bisa
saja tidak sesuai dengan pembangunan
atau kegiatan pemerintah yang dianggap
penting. Dikarenakan proses yang ditempuh
dengan waktu yang sedikit membatasi
kajian skala prioritas pembangunan dengan
mempertimbangkan beberapa aspek.

» Disusun Pendekatan
Kinerja

dengan

APBD disusun dengan pendekatan
kinerja  yaitu = mengutamakan upaya
pencapaian hasil kerja (output/outcome)
dan perencanaan alokasi biaya atau input
yang telah ditetapkan. hasil kerjanya harus
sepadan atau lebih besar dari biaya atau
input yang ditetapkan. Hasil pembahasan
Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)
dituangkan dalam Rancangan APBD yang
sebelumnya dibahas oleh Tim Penyusun
APBD Eksekutif. Apabila dalam pembahasan
oleh Tim Penyusun Anggaran ternyata
terdapat perubahan alokasi, maka unit
kerja yang bersangkutan harus merubah
dan menyesuaikan RASK dengan perubahan
tersebut. Setelah semua ASK selesai dan
Tim Penyusun Anggaran Eksekutif selesai
membahas serta mendapat persetujuan
dari Bupati, maka disusunlah Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD tersebut
disertai dengan Nota Penjelasan APBD yang
berisi hal-hal yang perlu dijelaskan atau
hal-hal yang penting yang melatarbelakangi

atau digarisbawahi untuk mendapatkan
perhatian lebih.

Simpulan yang diperoleh dari hasil
penelitian tentang implementasi anggaran
berbasis kinerja pada pemerintah daerah
Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016, adalah
sebagai berikut.

1. Penerapan sistem anggaran berbasis
kinerja dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 di
Kabupaten Tasikmalaya masih banyak
yang harus diperbaiki kaitan prinsip
transparansi dan akuntabilitas anggaran,
disiplin anggaran dan keadilan anggaran.
Namun melihat kesesuaian penerapan
dari aspek yuridis cukup baik, dilihat
dari sistem anggaran berbasis kinerja
yang mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37
Tahun 2014.

2. Penerapan sistem anggaran berbasis
kinerja di Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya mengalami  berbagai
kendala, yaitu kendala yuridis dan
kendala administratif. Kendala Yuridis,
menyangkut permasalahan Pengaturan
dan perangkat hukum, dalam hal ini
dibagi ke dalam kendala eksternal
dan kendala internal. Kendala
eksternal bidang pengaturan dapat
dikaji berdasarkan peraturan yang
ada berkaitan dengan pengelolaan
keuangan daerah yang beberapa materi
substansinya bertentangan, akibatnya
daerah menjadi sulit menentukan
sikap. Sementara itu untuk kendala
yuridis yang bersifat internal nampak
dari belum dimilikinya Peraturan
Daerah  Kabupaten  Tasikmalaya,
khususnya tentang Pengelolaan
keuangan Daerah.

3. Kendala yang  dihadapi secara
Administratif dibagi dalam kendala
administratif internal dan eksternal
Kendala internal di bidang administratif
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lebih pada belum dimilikinya atau
belum ditetapkannya dokumen-doyang
diperlukan untuk menyusun anggaran
berbasis kinerja seperti Renstrada,
Repetada, KUA dan sebagainya.
Di samping itu masih terbatasnya
kemampuan dan pengetahuan pegawai
yang berkaitan dengan anggaran
kinerja. administratif yang berasal
dari luar biasanya bersumber pada
ketidaktepatan waktu plafon anggaran
atau informasi dana-dana dari pusat di
daerah. Biasanya informasi dariPusat
keluar pada saat anggaran di daerah
sudah dibuat.

SIMPULAN

Formulasi Kebijakan Anggaran Berbasis
Kinerja pada Pemerintahan Kabupaten
Tasikmalaya dapat disimpulkan bahwa
Transparansi dan Akuntabilitas anggaran
kurang baik, dilihat dari menyajikan
informasi yang kurang jelas mengenai tujuan,
sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh
masyarakat. Disiplin anggaran sudah cukup
baik karena dapat terukur secara rasional
dan dapat dicapai untuk setiap sumber
pendapatan, serta belanja yang dianggarkan.

Keadilan anggaran yang belum cukup
baik dilihat dari pembangunan yang tidak
semua masyarakat secara merata menikmati
proses pembangunan dan pelayanan
publik. Efektif dan efisien pada perumusan
APBD Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari
rencana/agenda setting belum efektif dalam
pencapaian kinerjanya meskipun Kkaitan
efisien dalam pengalokasian dananya sudah
baik.

Anggaran disusun dengan pendekatan
kinerja belum maksimal, mengingat pola
hubungan yang dibangun lebih kepada pola
hubungan kerja sama dan akomodasi yang
syarat akan kepentingan masing-masing
pihak bukan dengan pendekatan kinerja
yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil
kerja (output/outcome)
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